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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam

penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel

lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya

variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana

serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah

berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya

keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi

luas, daerah diharapkan mampu meningkatakan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka

otonomi ini dititikberatkan  pada daerah kabupaten atau kota karena daerah

kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.
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Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk

menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong

peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan

dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh

masing-masing daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam

bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam

menghadapi otonomi daerah. Daerah otonomi diharapkan mampu atau

mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat

ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang

lebih kecil.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan

tugas pembangunan (Sularmi & Agus Endro, 2006: 29). Anggaran daerah atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen

kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki

posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan

efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan

sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan

pembiayaan, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan
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pembangunan, alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran

standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas di

berbagai unit kerja. Anggaran sebagai instrumen kebijakan dan menduduki

posisi sentral harus memuat kinerja, baik untuk penilaian secara internal

maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang

selanjutnya mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa

perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran (Ardi

Hamzah, 2008).

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku

pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga

perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini

dilakukan dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah

menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dan melaksanakan

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan

laporan pertanggungjawaban keuangan.

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja

pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai

banyak tujuan , tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan

meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah daerah

dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja
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yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh

karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah

yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan

antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja (Mardiasmo, 2002 : 299).

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 6 ayat (2) menjelaskan

evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah adalah dengan penilaian

menggunakan sistem pengukuran kinerja serta indikator-indikatornya yang

meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran dan

indikator kinerja digunakan untuk memperbandingkan antara satu daerah

dengan daerah lain, dengan angka rata-rata secara nasional untuk masing-

masing tingkat pemerintahan, atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya

untuk masing-masing daerah.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh

pribadi maupun organisasi (Ardi Hamzah, 2008). Indikator kinerja yang

dipergunakan di dalam mengukur kinerja organisasi, yaitu : a) masukan

(input), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelakasanaan kegiatan

dapat berjalan untuk meghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa sumber

dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang

digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan; b) keluaran

(output), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang/ jasa) yang

dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang

digunakan; c) hasil (out come), adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat
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keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan

yang sudah dihasilkan; d) manfaat (benefit), adalah tolok ukur kinerja

berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah

bagi masyarakat dan pemerintah daerah; e) dampak (impact), adalah tolok

ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin

dicapai dari manfaat (Fadillah dan Muhtar, 2004: 32).

Hal lain yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menganalisa

kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah

melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan

dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan

membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan

periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang

terjadi. Dengan analisa ini pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan

daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur

efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur

sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan

daerahnya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam

pembentukan pendapatan daerah, dan dapat melihat pertumbuhan atau

perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama

periode waktu tertentu.
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil judul

“ Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio

Keuangan APBD dalam Era Otonomi Daerah (Survei pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Karanganyar)”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah

Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

dilihat dari analisis rasio keuangan APBD Tahun Anggaran 2004 – 2006 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian yang ingin

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang diukur dengan

menggunakan analisis rasio keuangan APBD Tahun Anggaran 2004 – 2006.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut :

1. Bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah untuk menyajikan bukti empiris

mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
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2. Bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, hasil penelitian ini diharapkan

dapat digunakan untuk bahan evaluasi dan peningkatan kinerja keuangan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar di masa mendatang.

3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan acuan pihak-pihak yang

berkecimpung dalam penelitian bidang akuntansi.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis

penelitian yang meliputi : Otonomi Daerah, Pengukuran Kinerja

Keuangan Daerah, Tinjauan Keuangan Daerah, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Tinjauan Penelitian Terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis

dan sumber data, definisi operasional variable dan pengukurannya,

metode pengumpulan data dan metode analisis data.
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup gambaran umum organisasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Karanganyar dan hasil analisis rasio.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran – saran yang dapat

ditarik yang berasal dari pengolahan data.


